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ABSTRACT  

  

  

PUTRI HAPSARI MAMULA. S2118132. THE EFFECT OF TRANSPARENCY 

ON THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES IN THE ONE-STOP  

ADMINISTRATION SYSTEM OF GORONTALO CITY  

  

This study aims to find the effect of transparency on the quality of public services in 

the One-Stop Administration System of Gorontalo City. This study employs a 

quantitative method. The population in this study covers people of Gorontalo city 

receiving services at the office of the One-Stop Administration System, totaling 30 
people. This study explains that transparency affects the quality of public services in 

the One-Stop Administration System of Gorontalo City by 63.8%.  

  

Keywords: transparency, public service  
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ABSTRAK  

  

  

PUTRI HAPSARI MAMULA. S2118132. PENGARUH TRANSPARANSI 

TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI SISTEM 

ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KOTA GORONTALO  

  

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas 

pelayanan publik di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Gorontalo. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat kota Gorontalo yang pernah menerima pelayanan di Kantor SAMSAT 

berjumlah 30 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Pengaruh 

transparansi terhadap kualitas pelayanan publik di Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap Kota Gorontalo sebesar 63,8%.  

  

Kata Kunci: transparansi, pelayanan publik  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan tertentu untuk 

memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat guna mencapai tujuan 

tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting, karena selalu berhubungan 

dengan banyak orang, yang memiliki berbagai kepentingan dan tujuan. Jika pelayanan 

publik dilakukan oleh pemerintah, maka organisasi birokrasi pemerintah merupakan 

organisasi yang berada paling depan dan terkait dengan pelayanan publik. Dalam ilmu 

pemerintahan, Ndraha (2000:7) mengemukakan bahwa sebagai unit kerja publik, 

pemerintah bekerja untuk memenuhi (memproduksi, mentransfer, mendistribusikan) 

dan melindungi kebutuhan, kepentingan dan tuntutan mereka yang diatur sebagai 

konsumen dan berdaulat (sovereign) untuk pelayanan public dan masyarakat dalam 

hubungan pemerintahan.  

Dalam praktiknya, pelayanan publik masih ditemukan pada pelayanan yang 

masih kurang signifikan, pelayanan yang membutuhkan waktu yang lama dalam 

mengurus perpajakan maupun yang lainnya. Serta masih mementingkan keluarga atau 

kerabat dalam melaksanakan pelayanan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perlu 

dilakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang 

berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Salah satu upaya 
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pemerintah adalah menerapkan prinsip-prinsip good governance (pemerintahan yang 

baik) yang paling mendasar, yaitu akuntabilitas dan transparansi. United Nation 

Development Program (Iwan Hermansyah, Rani Rahman, Maman Suherman: 2018) 

mengungkapkan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa 

akuntabilitas transparansi tidak akan berarti apa-apa, transparansi merupakan syarat 

terlaksananya prinsip akuntabilitas, walaupun secara normatif prinsip ini sejajar  

Penyelenggaraan good governance merupakan prasyarat utama untuk 

mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan 

bernegara. Dalam konteks ini, perlu dikembangkan dan dilaksanakan sistem 

akuntabilitas pemerintahan yang tepat, jelas dan nyata agar penyelenggaraan 

pemerintahan dapat berjalan dengan efisien, efektif dan bertanggung jawab serta bebas 

dari KKN. Menurut Sedarmayanti, perlu juga diperhatikan adanya mekanisme 

pengaturan akuntabilitas di setiap instansi pemerintah dan penguatan peran dan 

kapasitas parlemen serta tersedianya akses informasi yang sama bagi masyarakat luas.  

Pelayanan publik merupakan hak setiap masyarakat yang harus dipenuhi oleh 

pemberi pelayanan (birokrat) oleh karena itu pelayanan harus berfungsi sebagai suatu 

sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fenomena pelayanan 

publik oleh birokrasi penuh dengan masalah, misalnya prosedur pelayanan yang 

bertele-tele, ketidakpastian waktu yang menyebabkan pelayanan dianggap sulit dan 

membosankan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap 

penyedia layanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari cara alternatif 

untuk mendapatkan layanan dengan cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya 



3  

  

tambahan. Dalam pemberian pelayanan publik, selain permasalahan di atas juga 

tentang bagaimana pelayanan yang diterima masyarakat seringkali lambat yang 

memakan waktu lama. Sebaliknya, penyedia layanan memanfaatkan situasi ini untuk 

memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadi mereka, yang pada gilirannya 

memperburuk kinerja badan public, (Sarundajang, 2012:222).  

Kondisi ini nampaknya terjadi di kantor SAMSAT (Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap) sebagai lembaga yang bertugas memberikan pelayanan 

administrasi kendaraan bermotor kepada masyarakat atau mendekatkan kebutuhan 

masyarakat khususnya yang memiliki kendaraan roda dua atau roda empat. SAMSAT 

berupaya memenuhi kepuasan wajib pajak dengan memberikan pelayanan pendaftaran 

kendaraan bermotor baru, pendaftaran pengesahan (Surat Tanda Nomor Kenderaan) 

STNK satu tahun, dan perpanjangan STNK lima tahun.  

Samsat atau Sistem Administrasi Terpadu Satu Atap adalah rangkaian kegiatan 

dalam pelaksanaan Pendaftaran dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regiden 

Ranmor), Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB), dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas (SWDKLL) dan angkutan jalan secara terpadu dan terkoordinasi di kantor 

bersama Samsat. Sebagai organisasi yang berhubungan dengan publik, maka 

diperlukan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh publik atau yang lebih 

dikenal dengan transparansi. Transparansi sendiri berarti keterbukaan dalam proses 

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran.  
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Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan 

jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik berhak mengetahui secara 

terbuka dan menyeluruh tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya 

yang dipercaya dan ketaatannya pada hukum dan peraturan perundangundangan. 

Transparansi bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan 

masyarakat dimana pemerintah harus memberikan informasi yang akurat kepada 

masyarakat yang membutuhkan.  

Meskipun transparansi selalu memberikan informasi yang terbuka dan jujur 

kepada publik, atau pengguna layanan masih ditemukan dalam bentuk permintaan 

untuk membayaran, hal ini bisa terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya 

memahami fungsi dan tujuan transparansi sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan 

apakah pelayanan di Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sudah 

sesuai dengan salah satu prinsip good governance, yaitu transparansi atau tidak, pada 

kenyataanannya meskipun instansi ini secara umum telah berupaya melakukan 

pelayanan secara baik, namun  masih terdapat hal hal yang perlu ditingakatkan dan 

diperbaiiki bentuk proses layananmnya terutama yang berhubungan dengan 

keammpuan untuk melakukan layanan ysng dijanjikan secara akurat, memberikan 

pelayanan secara cepat, penegetahuan dan kesopanan keterampilan yang dimiliki 

pegawai, kepedulian yang tinngi kepada penerima layanan, serta dukungan fasilitas dan 

sarana penunjang guna mendukung kualitas pelayanan.  

Berdasarkan uraian masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan  
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penelitian  dengan  judul  “PENGARUH  TRANSPARANSI 

 TERHADAP KUALITAS  PELAYANAN  PUBLIK  DI  SISTEM 

 ADMINISTRASI MANUNNGAL SATU ATAP KOTA GORONTALO”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut:  

Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap kualitas pelayanan publik di  

Samsat Kota Gorontalo.   

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

1.3.1 Maksud Penelitian  

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap 

kualitas pelayanan publik di Samsat Kota Gorontalo.  

1.3.2 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap 

kualitas pelayanan publik di Samsat Kota Gorontalo.  

  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan konsep dan teori tentang Transparansi dan Pelayanan Publik.  
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1.4.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

menangani isu-isu tentang Transparansi dan Pelayanan Publik.  

1.4.3 Manfaat Untuk Lokasi Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding 

bagi Samsat dalam melihat permasalahan.  

1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi 

bagi peneliti tentang penerapan konsep transparansi yang diterima dalam perkuliahan 

dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti 

pengaruh transparansi terhadap kualitas pelayanan publik.  

  

  

  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Konsep Transparansi  

Coryanata (2007) mengatakan bahwa transparansi didasarkan pada arus informasi 

yang bebas, bahwa semua proses, lembaga, dan informasi pemerintah harus dapat 

diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan bahwa informasi yang tersedia harus 
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cukup untuk dipahami dan diverifikasi. Anggaran yang disusun oleh manajemen 

bersifat transparan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1) Ada pengumuman kebijakan anggaran.  

2) Dokumen anggaran tersedia dan mudah diakses.  

3) Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu tersedia.  

4) Suara/saran rakyat diakomodasi.  

5) Ada sistem untuk memberikan informasi kepada publik.  

Annisaningrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi keuangan 

yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik berhak 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tanggung jawab pemerintah dalam 

mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap 

peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan 

memiliki kriteria sebagai berikut:  

  

1) Adanya akuntabilitas terbuka.  

2) Adanya aksesibilitas ke laporan keuangan.  

3) Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk mengetahui hasil audit dan 

tersedianya informasi kinerja.  

 Mengenai koherensi transparansi pemerintah memiliki keduanya sebagai 

kesempatan untuk berkomunikasi dengan publik dan menjelaskan berbagai informasi 

yang relevan, sebagai audiens untuk berbagai hal untuk melaksanakan semua ini, media 

membutuhkan kebebasan pers, sehingga media dengan kebebasan pers bebas dari 
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pemerintah intervensi dan pengaruh kepentingan bisnis (Wiranto, 2012). Dengan 

keterbukaan ini maka konsekuensinya akan ada yang berlebihan dari masyarakat, untuk 

itu harus ada pembatasan terhadap keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus 

pandai informasi kinerja yang akan digunakan dari kontrol aparatur publik mengenai 

informasi tersebut kepada dipublikasikan, informasi apa yang dapat dipublikasikan dan 

kepada siapa informasi tersebut dapat dipublikasikan. Hal ini harus dilakukan agar 

tidak semua informasi menjadi publik. Ada hal-hal yang membuat informasi tersebut 

tidak diketahui publik.  

2.2 Transparansi Dalam Pelayanan Publik  

Transparansi atau keterbukan diharapakan menjadi hal penting untuk mudah, 

murah, sederhana cepat di mengenti oleh siapa saja, yang membutuhkan layanan. 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan 

dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto dan Winarsih, 

2005). Jadi secara konseptual, transparansi penyelenggaraan pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan serta pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang terbuka, mudah, dan efisien.  

 Dalam konsep good governance dalam hal ini ada 3 aktor yang berperan, yaitu 

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat antara lain berkaitan dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik (Pamudji, 2000), Zeithaml dan Berry (2001) bahwa 

pelayanan publik harus dilakukan oleh birokrasi pemerintah dengan sebaikbaiknya, 
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transparan, dan akuntabel agar tidak merugikan warga negara yang dilayani. Pelayanan 

publik yang transparan merupakan salah satu prinsip dalam mewujudkan pemerintahan 

yang baik.  

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik pada umumnya didasarkan 

pada falsafah UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004. Khusus untuk kebijakan 

transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, dijelaskan dalam Kep. Menpan RI No. 

KEP/26/M.PAN/2/2004. Maksud dari keputusan ini adalah sebagai acuan bagi seluruh 

penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi pelayanan 

yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administrasi, biaya, waktu, 

akta/pengangkatan, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi, serta 

berwenang dan bertanggung jawab atas dan menyelenggarakan pelayanan publik. 

Tujuannya untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik 

dalam menyelenggarakan pelayanan publik agar berkualitas dan sesuai dengan tuntutan 

dan harapan masyarakat.  

Transparansi merupakan salah satu proses tindakan kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat, demi terwujudnya proses penyelggaran pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. Transparansi dibangun dalam bentuk arus informasi yang bebas, dalam hal 

menyampiakan pendapat maupun opini yang disusun secara baik dan benar tentunya 

dapat meiliki nilai yang bermanfaaat dam mewujudkan konsep demokrasi. proses, 

institusi, dan informasi dapat diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang 

memerlukan. Selain itu, tersedia juga informasi yang cukup untuk memahami dan 

memantau ketiga hal tersebut (Hamdi, 2001). Menurut Riswandha (2003), transparansi 
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adalah masyarakat memahami seluruh proses pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh pemerintah. Jadi, transparansi berarti terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan asalkan cukup dan mudah dipahami.  

Transparansi mengharuskan penyelenggara layanan publik memiliki 

pengetahuan tentang isu dan informasi yang relevan dengan kegiatan layanan. Dalam 

rangka transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksana harus terbuka 

terhadap segala tindakan dan mau menerima kritik dan masukan, terutama yang bisa 

datang dari masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan utama, sehingga perangkatnya 

adalah masyarakat yang sebenarnya. aspirasi. Keterbukaan sangat dibutuhkan untuk 

mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku perangkat yang dapat merugikan negara 

dan masyarakat.  

2.3 Prinsip-prinsip Transparansi  

Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Pasaribu (2011) 

mengatakan bahwa transparansi dibangun di atas kebebasan memperoleh informasi 

yang dibutuhkan masyarakat. Artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan 

umum dapat langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah 

asas yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, 

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.  

Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007:8) meliputi 2 aspek, yaitu: 

komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak publik untuk mengakses informasi. 
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Pemerintah diharapkan dapat membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat 

mengenai berbagai hal dalam rangka pembangunan yang terkait dengan masyarakat. 

Masyarakat berhak mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

menjalankan tugas pemerintahan. Werimon (2007:8) menyatakan bahwa kerangka 

konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik memerlukan 

empat komponen yang terdiri dari:  

1) Adanya sistem pelaporan keuangan.  

2) Adanya sistem pengukuran kinerja.  

3) Melakukan audit sektor publik.  

4) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability).  

Selanjutnya dikatakan anggaran yang disusun oleh eksekutif dikatakan transparan 

jika memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1) Adanya pengumuman kebijakan anggaran.  

2) Dokumen anggaran tersedia dan mudah diakses.  

3) Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu tersedia.  

4) Suara/saran rakyat diakomodasi.  

5) Adanya sistem untuk memberikan informasi kepada publik.  

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan 

pemerintahan daerah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1) Publikasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
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2) Publikasi dan sosialisasi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah tentang berbagai perizinan dan prosedur.  

3) Publikasi dan sosialisasi tata cara dan tata kerja dari pemerintah daerah.  

4) Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek 

pemerintah daerah kepada pihak ketiga.  

5) Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan 

tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah (Rahmanurrasjid, 2008:86).  

  

2.4 Indikator Transparansi  

Menurut Krina (2003), prinsip transparansi menekankan pada dua aspek dengan 

indikator:  

1) Komunikasi publik oleh pemerintah meliputi: memberikan informasi yang 

jelas tentang tanggung jawab dan menyiapkan mekanisme pengaduan jika 

terjadi pelanggaran peraturan atau permintaan untuk membayar suap.  

2) Hak masyarakat atas akses informasi meliputi: kemudahan akses informasi 

dan peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan 

lembaga non pemerintah.  

2.5 Konsep Pelayanan Publik  

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang berarti membantu menyediakan 

segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain untuk tindakan melayani. Pada dasarnya 
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setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa 

pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia  

(Sinambela, 2010:13).  

Sedangkan istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, 

masyarakat, negara. Kata public sebenarnya sudah diterima dalam Bahasa Indonesia 

Baku menjadi publik yang artinya umum, banyak orang, ramai.  

 Beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang pelayanan publik antara lain 

Agung Kurniawan (2005:6) yang mengatakan bahwa pelayanan publik adalah 

pemberian pelayanan (melayani) kebutuhan orang lain atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan terhadap organisasi sesuai dengan aturan dasar dan prosedur 

yang ditetapkan.  

Ratminto (2005) mendefinisikan bahwa pelayanan publik atau pelayanan 

umum dapat diartikan sebagai segala bentuk pelayanan, baik berupa barang publik 

maupun jasa publik. Pelayanan publik pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh Pusat, Instansi Pemerintah Daerah dan di lingkungan Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

hukum dan regulasi.  

 Sedangkan menurut Sinambela, pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kelompok atau 

unit, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk 

fisik.  
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 Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan 

pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan serta 

pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penyelenggara 

pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 

63 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif 

meliputi Satuan Kerja/Satuan Organisasi Kementerian,  

Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Tinggi dan Lembaga 

Tertinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pemerintah pusat maupun 

daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, berperan 

sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik 

adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah, dan badan hukum yang menerima 

pelayanan dari instansi pemerintah.  

Layanan dapat diartikan sebagai suatu produk dan dapat juga diartikan sebagai 

suatu cara atau alat yang digunakan oleh penyedia jasa dalam memasarkan atau 

mendistribusikan produknya. Jika barang dan jasa dianggap sebagai produk 

(komoditas), maka perdagangannya dapat disertai dengan jasa sebagai sarana atau alat. 

Yang dimaksud dengan pelayanan dalam pengertian di atas adalah pelayanan sebagai 

produk (Taliziduhu 2000).  

Pengertian pelayanan publik dari sudut pandang konseptual dapat ditelusuri 

melalui istilah pelayanan civil. Istilah civil berasal dari kata latin civil (kata sifat), yaitu 
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segala sesuatu yang menyangkut kehidupan sehari-hari warga negara di luar urusan 

militer dan peribadatan. Layanan civil pada awalnya didefinisikan sebagai cabang 

layanan publik, yang melibatkan semua fungsi pemerintah di luar dinas militer. Seiring 

dengan perkembangan masyarakat ilmiah, setiap disiplin ilmu menggunakan konsep-

konsep tersebut dalam konteks yang berbeda, sehingga setiap penggunaan memiliki 

konteks yang berbeda. Pegawai negeri sipil dapat dibedakan menjadi pegawai negeri 

sipil untuk memenuhi hak asasi manusia dan pegawai negeri sipil untuk memenuhi hak 

turunan, hak hibah, atau hak sebagai akibat undang-undang tentang seseorang. 

Misalnya, wajib meminta izin jika seseorang ingin membuka usaha.  

Pelayanan kepegawaian bersifat birokratis. Oleh karena itu, pamong praja jenis 

ini bisa juga disebut dengan pelayanan birokrasi atau pelayanan publik. Jadi, pelayanan 

birokrasi atau pelayanan publik termasuk dalam pelayanan sipil. Mengingat produk 

birokrasi adalah jasa, maka birokrasi adalah pabrik jasa pemerintah. Dalam kaitan ini, 

Taliziduhu (2000) menegaskan bahwa di Indonesia, pelayanan birokrasi atau pelayanan 

publik adalah yang paling lemah dan seolah-olah menjadi sarang KKN, dan lebih dari 

itu, mereka berperan sebagai pasar politik.  

Birokrasi membuat “perangkap” melalui regulasi, kemudian menetapkan “tarif” yang 

tinggi, sedangkan masyarakat tidak memiliki posisi tawar terhadap birokrasi.  

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum pemerintah 

daerah dituntut selalu dapat melakukannya secara optimal, dan penuh tanggungjawab, 

pelayanan kepada masyarakat ini pada umumnya dikenal dengan pelayanan prima. 

Dalam banyak buku oleh para pakar, pelayanan prima dijabarkan sebagai pelayanan 
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yang prosedurnya tidak rumit, tidak berbelit belit, mudah, serta memiliki biaya 

rendahserta waktu yang tidak lama. Pelayanan prima juga digambarkan sebagai 

pelayanan yang diberikan dengan ramah, santun, senyum, bersifat kekelurgaan 

berdasarkan slogan “Pelanggan adalah Raja” dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Pelayanan prima lebih luas dari pengertian umum ini.  

Bagi pemerintah daerah, pelayanan publik dapat diamati antara lain dalam 

bentuk kegiatan melayani kepentingan umum dalam mencapai tujuan dan sasaran 

seperti mempertahankan hidup, kebebasan dan kekayaan, meningkatkan pencerahan, 

kebahagiaan, perdamaian rumah tangga dan kesejahteraan pada umumnya (Baer 1985). 

Dengan pemahaman tersebut, pelayanan publik akan menampilkan berbagai aspek 

seperti skala prioritas sasaran pelayanan, baik individu, kelompok, atau kabupaten, 

pelaksanaan distributif pelayanan dan pengaturan. Keseimbangan antara layanan fisik 

dan kemanusiaan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, maka 

pelayanan publik sangat terkait dengan pembangunan atau penyelenggaraan 

infrastruktur daerah yang secara umum dipahami sebagai tampilan fisik wilayah, yang 

terdiri dari struktur dan fasilitas umum merupakan bagian yang esensial.  

Substansinya seluruh masyarakat mengingikan adanya transparansi dari semua aspek 

pelayanan publik.  

Dari beberapa penfapat para ahli tersebut di atas, pelayanan publik dalam 

konteks pemerintahan daerah, sebagai memberikan pelayanan atau melayani 

kebutuhan masyarakat secara luas dan/atau organisasi lain yang berkepentingan dengan 

organisasi tersebut, berdasrakan ketentuan yang ditetapkan dan diharapakan dengan 
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tujuan untuk memberikan pemenuhuan kebutuhan masyarakat secara baik dan tidak 

sellu dengan pengeluhan.  

  

  

2.6 Prinsip-prinsip dan Indikator Kualitas Pelayanan Publik  

 Proses Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik, yaitu penyelenggara negara/pemerintahan, penyelenggara ekonomi 

dan pembangunan, lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah, badan 

usaha/badan hukum yang berwenang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi 

pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerja sama dan/atau dikontrak 

untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu 

ditangani/dikelola oleh pemerintah daerah. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan 

publik, yaitu:  

1) Organisasi penyedia jasa (provider) adalah Pemerintah Daerah.  

2) Penerima jasa (pelanggan) adalah orang atau komunitas atau organisasi yang 

berkepentingan.  

3) Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima jasa (pelanggan).  

Dengan demikian,  pada dasaranya pemerintah daerah dalam menjalankan 

pelayanan publik, sebagai regulator/pembuat aturan  atau kebijakan harus mengubah 

pola pikir dan cara kerjanya untuk  disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi 

daerah itu sendiri yakni : memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan 
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masyarakat  dan jaminan pelayanan yang baiak tepat waktu demi terwujudnya 

pemerintahan yang baik dan bersih, menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah 

daerah juga harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat  

secara umum tanpa pandamg buluh selama tidak bertentangan dengan kostitusi kita, 

Guna memperoleh memperoleh akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip  

kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.  

Ada 5 (lima) faktor penentu kualitas pelayanan publik yang dapat dirinci 

sebagai berikut menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1998), yaitu:  

1) Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya.  

2) Ketanggapan (responsiveness), yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan 

dan memberikan pelayanan dengan cepat.  

3) Keyakinan (confidence), yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 

kemampuannya menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau kepastian.  

4) Empati (emphaty), yaitu kondisi peduli, memberikan perhatian pribadi kepada 

pelanggan.  

5) Berwujud (tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan 

media komunikasi.  

Pada dasarnya teori di atas masih dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Karena aparat pelayanan 

tidak memiliki alasan sedikitpun untuk tidak berorientasi pada kepuasan pelanggan 
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secara total, bahkan kepuasan pelanggan dapat dijadikan barometer dalam mengukur 

keberhasilan dalam pelayanan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah tidak boleh 

menghindar dari prinsip pelayanan yang dilakukan dengan sepenuh hati (Sinambela,  

2011: 8)  

2.7 Kerangka Pikir  

 

 

Gambar 2.1   Bagan Kerangka Pemikiran   

  

  

  

  

  

  

  

Samsat Kota  

Gorontalo   

TRANSPARANSI:   

1. Komunikasi publik oleh pemerintah   

2. Hak masyarakat terhadap akses informasi   

Menurut Krina (2003)   

  

  

  

  

  

  

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK:   

1. Keandalan    

2. Ketanggapan   

3. Keyakinan   

4. Empati   

5. Berwujud   

Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry  

(1998)   
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2.8 Hipotesis  

Riduwan (2008:35) mengatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan 

sementara yang harus diuji kembali kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah:  

1) Ha: Transparansi (variabel X) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

publik (variabel Y) pada Samsat Kota Gorontalo.  

2) Ho: Transparansi (variabel X) tidak berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan publik (variabel Y) pada Samsat Kota Gorontalo.  
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BAB III  

OBJEK DAN METODE PENELITIAN  

3.1 Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah Transparansi (variabel X) terhadap Kualitas  

Pelayanan Publik (variabel Y) pada Samsat Kota Gorontalo.  

3.2 Metode penelitian  

 Dapaun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei 

dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif diarahkan pada 

pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan apa hasil penelitian ini. Ketepatan 

penentuan metode didasarkan pada pendapat Winarno Surachmand (Riduwan, 

2009:65), bahwa penerapan metode ini ditujukan untuk penyelidikan yang bertujuan 

untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang.  

Senada dengan Effendi (Riduwan, 2009:65), mengatakan bahwa penelitian 

survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang utama. Dalam penelitian ini, variabel 

yang dimaksud adalah Transparansi dan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam penelitian 

kuantitatif ini, penentuan jumlah informan yang akan digunakan tidak didasarkan pada 

kuantitas, tetapi didasarkan pada kwalitas informasi yang diberikan pada semua 
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pertanyaan dalam penelitian. Data yang diperoleh akan lebih valid jika informan yang 

dipilih berasal dari masyarakat Kota Gorontalo yang pernah menerima pelayanan di 

kantor SAMSAT yang berjumlah 30 orang.  

3.3 Operasional Variabel Penelitian  

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan arti dari variabel 

yang diteliti. Variabel menurut Sugiyono (2001:38), adalah segala sesuatu yang berupa 

sesuatu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentangnya, kemudian ditarik kesimpulan.  

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa definisi operasional harus 

dapat diukur secara spesifik dan dapat dipahami oleh orang lain, sedangkan variabel 

operasional dalam penelitian ini adalah:  

Tabel 3.1 Operasional Variabel X dan Y  

Variabel  Dimensi  Indikator  Skala  
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TRANSPARANSI  

(Variabel X)  

Menurut Krina  

(2003)  

1. Komunikasi 

publik oleh  

pemerintah  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

➢ Penyediaan 

informasi yang 

jelas tentang 

tanggung 

jawab.  

➢ Membangun 

mekanisme 

pengaduan jika  

terjadi 

pelanggaran 

peraturan 

 atau 

permintaan 

untuk 

membayar  

suap.  

Ordinal  
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 2. Hak masyarakat 

untuk 

mengakses 

informasi  

➢ Kemudahan  

akses informasi.  

➢ Meningkatkan 

arus informasi 

melalui 

kerjasama dengan 

media  

massa  dan lembaga 

 non  

pemerintah.  

  

 

  

KUALITAS  

PELAYANAN  

UMUM (Variabel Y)  

Menurut  

Parasuraman,  

Zeithaml dan Berry  

(1998)  

  

  

1. Keandalan  

  

  

  

2. Tanggapan  

  

  

  

 Kemampuan  untuk  

melaksanakan layanan 

yang dijanjikan secara 

akurat dan andal.  

Kemampuan untuk 

membantu pelanggan  

 dan  memberikan  

layanan yang cepat.  

  

  

Ordinal  
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3. Keyakinan  

  

  

  

  

  

  

  

4. Empati  

  

  

  

  

5. Berbentuk  

Pengetahuan dan 

kesopanan karyawan  

dan kemampuan mereka 

untuk  

menghasilkan  

kepercayaan dan 

keyakinan atau  

kepastian.  

Kondisi untuk peduli, 

berikan perhatian 

pribadi kepada  

pelanggan.  

Penampilan fasilitas 

fisik, peralatan, 

personel dan media 

komunikasi.  

 

    

Dalam proses pengujian data setiap variabel penelitian akan diukur dengan 

menggunakan Skala Likert. Kuesioner akan disusun dengan menyiapkan (lima) 

pilihan, yaitu: Selalu, Sering, Kurang/Kadang-kadang, Jarang, Tidak Pernah. Setiap 

pilihan akan diberi bobot nilai yang berbeda seperti yang ditunjukkan berikut ini:  

Tabel 3.2 Bobot Nilai Variabel  
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Pilihan  Bobot  

Selalu  5  

Sering  4  

Kadang-kadang  3  

Jarang  2  

Tidak pernah  1  

  

  

  

  

3.4 Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi  

Menurut Sugiyono (2008:80) populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek/subyek yang mempunyai kwalitas dan karakteristik tertentu yang 

ditentukan oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulan, adapun populasi 

dalam penelitian ibi adalag masyarakat yang pernah menerima layanan di Samsat Kota 

Gorontalo yang berjumlah 30 orang.  

3.4.2 Sampel  

Menurut Sugiyono (2008:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat yang 

dimiliki oleh populasi. Untuk memperoleh sampel yang secara akurat mencerminkan 
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karakteristik populasi dalam hal ini tergantung pada dua faktor, yaitu metode 

pengambilan sampel dan penentuan ukuran sampel. Dengan kata lain sampel adalah 

bagian dari populasi sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Kuesioner 

adalah teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang 

diberikan kepada anggota sampel yang bersedia memberikan tanggapan (responden) 

atau jawaban.  

  

3.6 Prosedur Penelitian  

Untuk mendapatkan data yang baik dan mendekati kenyataan (objektif) 

tentunya diperlukan alat pengumpulan data yang baik, dan yang lebih penting adalah 

alat ukur yang valid dan reliabel. Untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur 

yang kita gunakan valid dan reliabel, maka instrumen tersebut harus diuji validitas dan 

reliabilitasnya sebelum digunakan sehingga ketika digunakan akan menghasilkan data 

yang objektif.  

3.6.1 Uji Validitas  

 Konsep validitas menurut Arikunto (2006:168) adalah ukuran yang 

menunjukkan tingkat validitas atau validitas suatu instrumen. Suatu instrumen yang 
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valid memiliki validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas yang rendah.  

Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan setiap pernyataan dengan 

skor total untuk setiap variabel. Menurut Masrun dalam Sugiono (2007:106) 

mengatakan bahwa item yang memiliki korelasi positif dengan kriteria (skor total) dan 

korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut memiliki validitas yang tinggi 

pula.  

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan 

ditransformasikan ke nilai t-student dan dibandingkan dengan t-tabel pada derajat 

bebas (n-2), tingkat signifikan yang dipilih. Jika nilai t yang diperoleh berdasarkan 

perhitungan lebih besar dari nilai t tabel, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan 

jika nilai t di bawah atau sama dengan nilai t maka pertanyaan tersebut dikatakan tidak 

valid. Sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas besarnya pengaruh masing-

masing variabel atau besarnya koefisien korelasi dengan menggunakan  

interpretasi koefisien korelasi, seperti terlihat pada tabel berikut:  

Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Korelasi  

Koefisien 

korelasi/jalur  

Kategori  

<0,20  Kedekatan hubungan sangat rendah, hampir dapat 

diabaikan  

0,20 – 0,40  Kedekatan hubungan rendah  
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0,40 – 0,70  Hubungan sedang  

0,70 – 0,90  Kedekatan hubungan yang tinggi  

0,90 – 1,00  Hubungan yang sangat tinggi  

  

3.6.2 Uji Reliabilitas  

Instrumen yang reliabel akan mendapatkan hasil berupa data yang reliabel. Jadi 

kunci keandalan adalah ketersediaan data yang andal. Uji reliabilitas bertujuan untuk 

mengukur reliabilitas alat ukur dengan memberikan skor yang relatif sama kepada 

seorang responden, meskipun responden melakukannya pada waktu yang berbeda.  

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik belah dua dari Spearman  

Brown, yang langkah kerjanya adalah sebagai berikut:  

1) Bagilah pertanyaan menjadi dua bagian.  

2) Skor untuk setiap pertanyaan di setiap belahan dijumlahkan untuk 

menghasilkan dua skor total untuk setiap responden.  

3) Korelasikan skor total belahan pertama dengan belahan kedua, 

menggunakan teknik korelasi Product Moment.  

4) Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi alat ukur splithalf, 

sehingga angka korelasi lebih rendah dari angka yang diperoleh jika alat 

ukur tidak dipisah, seperti pada teknik tes-tes ulang.  
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3.7 Metode Analisis Data  

3.7.1 Rancangan Pengujian Hipotesis  

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Transparansi (Variabel X) terhadap 

Kualitas Pelayanan Publik (Variabel Y) pada Samsat Kota Gorontalo dilakukan 

pengujian dengan menggunakan metode regresi sederhana. Metode regresi sederhana 

dapat dilihat pada gambar berikut:  

  

  

  

Metode regresi sederhana  

 

  

Keterangan:  

X : Transparansi  

Y : Kualitas pelayanan public  

3.7.2 Pengujian Hipotesis  

Persamaan regresi:  

  

 
  

X   Y   

Ϋ    =    a   +   b X   
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                             ∑Y – b.∑X       

a     =                                       

n   

  

                          n . ∑XY – ∑X . ∑Y  

      b      =  

                              

n ∑X2 - (∑X)2  

  

  

Keterangan:  

X : Transparansi  

Y : Kualitas pelayanan publik a  : Nilai konstan atau harga Y jika X = 0 b  

: Nilai sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai 

peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi  

1. Kepala UPTD mempunyai 

tugas:  

a) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan 

teknis administrative kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, 

umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang 

ditetapkan.  

b) Wajib menerapkan koordinasi, singkronisasi, dengan prinsip efektifitas dan 

efisien dalam menyelenggaraan pengelolaan UPTD.  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana telah disebutkan diatas, Kepala UPTD 

memiliki fungsi:  
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1) Perumusan program kerja UPT;  

2) Penyusunan kegiatan/program kerja UPT;  

3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;  

4) Pembagian tugas dan pemberian petunjuk;  

5) Penyelian pemberian tugas/pelayanan  

6) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepegawaian dan 

keuangan;  

7) Pembuatan laporan;  

8) Pelaporan kegiatan; dan  

9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain.  

2. Sub Bagian Tata Usaha. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas 

merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengelolaan keuangan dan 

penatausahaan kepegawaian, administrasi surat menyurat, memfasilitasi rapat, 

mengolah bahan informasi, pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris, 

dokumentasi, keamanan dan pengawasan sesuai peraturan agar terkendalinya 

tugas dengan baik.  

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan, Kepala sub  

Bagian Tata Usaha memiliki fungsi:  

1) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;  

2) Pembagian tugas kepada bawahan;  

3) Pembimbingan pelaksanan tugas bawahan;  

4) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;  
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5) Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;  

6) Pelaksanaan pelaporan harian, bulanan dan tahunan pajak daerah;  

7) Penyiapan bahan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;  

8) Pemantauan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;  

9) Pelaksanaan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;  

10) Pelaksanaan analisis pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;  

11) Pengevaluasian tugas bawahan;  

12) Pelaporan kegiatan; dan  

13) Pelaksanaan tugas kedinasan lain.  

3. Seksi Pendataan dan Penetapan PKB/BBN-KB. Kepala Seksi Pendataan dan 

Penetapan PKB/BBN-KB mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

kegiatan pendataan dan penetapan PKB/BBN-KB sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku unruk mengoptimalkan PAD dalam hal Pajak Kendaraan 

Bermotor.  

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan, Seksi  

Pendataan dan Penetapan PKB/BBN-KB memiliki fungsi:  

1) Penyusunan rencana kegiatan;  

2) Pembagian tugas bawahan;  

3) Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan;  

4) Pelaksanaan pendataan dan penetapan obyek dan subjek pajak daerah;  

5) Penyiapkan surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah;  

6) Pelaksanaan penetapan pajak;  
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7) Penerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)  

8) Perencanaan penerimaan pajak;  

9) Pelaksanaan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak;  

10) Pelaksanaan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait  

keberatan dan restitusi;  

11) Penerimaan kelengkapan administrasi mutase objek pajak;  

12) Pelaporan data objek dan penetapan pajak daerah;  

13) Pemantauan kegiatan;  

14) Pelaksanaan analisis pelaporan kegiatan;  

15) Pengevaluasian tugas bawahan;  

16) Peloporan kegiatan; dan  

17) Pelaksanaan tugas kedinasan lain.  

4. Seksi Penerimaan dan Penagihan PKB/BBN-KB. Kepala Seksi Penerimaan 

dan Penagihan PKB/BBN-KB mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

kegiatan penerimaan dan penagihan PKB/BBN-KB, dan mengawasi 

pelaksanaan penerimaan dan penagihan PKB/BBN-KB sesuai prosedur dan 

peraturan yang berlaku.  

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan, Kepala  

Seksi Penerimaan dan Penagihan PKB/BBN-KB memiliki fungsi:  

1) Penyusunan rencana kegiatan;  

2) Pembagian tugas bawahan;  

3) Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan;  
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4) Penelitian dan penghimpunan tindasan bukti pembayaran;  

5) Penerimaan dan penghimpunan tindasan penetapan pajak daerah;  

6) Penerbitan surat keterangan fiscal, surat keterangan pelunasan pembayaran 

pajak daerah;  

7) Penerimaan surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan penerbitan surat 

tagihan, surat peringatan serta pendistribusian kepada petugas;  

8) Pengecekan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan 

masyarakat;  

9) Penyusun laporan penerimaan kas;  

10) Penyusun laporan tunggakan dan penagihan tunggakan pajak daerah;  

11) Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan kegiatan;  

12) Pelaporan kegiatan; dan  

13) Pelaksanaan tugas kedinasan lain.  

4.2 Hasil Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dalam pengujian hipotesis 

penelitian yaitu terdapat pengaruh antara Transparansi (X) terhadap Kualitas Pelayanan 

Publik (Y) di Samsat Kota Gorontalo. Sebelum peneliti membahas mengenai hasil 

pengujian hipotesis menggunakan data olah yang disebarkan peneliti dalam bentuk 

kuisioner. Peneliti akan melakukan deskripsi pada variabel X dan variabel Y secara 

terpisah.  
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4.2.1 Deskripsi Variabel Transparansi  

Variabel transparansi akan dijelaskan dengan menggunakan indikator variabel 

yang telah ditentukan sebelumnya. Kuisioner penelitian untuk variabel transparansi 

disusun peneliti dalam bentuk 5 item pernyataan yang akan dijawab oleh responden.  

Hasil dari jawaban kuisioner seperti pada tabel berikut.  

Tabel 4.1 Distribusi pendapat responden tentang informasi tentang tanggung jawab  

disediakan secara terbuka  

  

No  Pilihan Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1  Tidak Pernah  3  10  

2  Jarang  1  3  

3  Kadang-Kadang  3  10  

4  Sering  14  47  

5  Selalu  9  30  

 Total   30  100  

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022  

 Berdasarkan data pada tabel di atas tentang informasi tentang tanggung jawab 

disediakan secara terbuka dapat dilihat bahwa dari 30 masyarakat yang menjadi 

responden penelitian paling banyak 47% yang menyatakan bahwa informasi tentang 
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tanggung jawab sering disediakan secara terbuka. Kemudian, untuk responden yang 

menjawab selalu menerapkan pernyataan tersebut juga sebesar 30%, dan yang 

menjawab kadang-kadang dan tidak pernah masing-masing sebesar 10%.   

  

Tabel 4.2 Distribusi pendapat responden tentang prosedur mekanisme pengaduan 

mengenai pelanggaran peraturan seperti permintaan untuk membayar suap disediakan  

secara terbuka  

  

No  Pilihan Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1  Tidak Pernah  5  17  

2  Jarang  3  10  

3  Kadang-Kadang  8  27  

4  Sering  9  30  

5  Selalu  5  17  

 Total   30  100  

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022  

 Berdasarkan data pada tabel di atas tentang ketersediaan prosedur mekanisme 

pengaduan mengenai pelanggaran peraturan seperti permintaan untuk membayar suap 

disediakan secara terbuka dapat dilihat bahwa dari 30 masyarakat yang menjadi 

responden penelitian paling banyak 30% yang menyatakan bahwa seringnya 

ketersediaan prosedur mekanisme pengaduan mengenai pelanggaran peraturan seperti 
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permintaan untuk membayar suap. Kemudian, untuk responden yang menjawab 

ketersediaannya selalu sebesar 17%.   

  

Tabel 4.3 Distribusi pendapat responden tentang masyarakat mendapatkan akses 

informasi yang mudah tentang hal apapun yang menyangkut dengan kepengurusan di 

Samsat Kota Gorontalo          

   No  Pilihan Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1  Tidak Pernah  1  3  

2  Jarang  2  7  

3  Kadang-Kadang  4  13  

4  Sering  14  47  

5  Selalu  9  30  

 Total   30  100  

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022  

 Berdasarkan data pada tabel di atas tentang masyarakat mendapatkan akses informasi 

yang mudah tentang hal apapun yang menyangkut dengan kepengurusan di Samsat 

Kota Gorontalo dapat dilihat bahwa dari 30 masyarakat yang menjadi responden 

penelitian paling banyak sebesar 47% yang menyatakan masyarakat sering 

mendapatkan akses informasi yang mudah tentang hal apapun yang menyangkut 

dengan kepengurusan di Samsat Kota Gorontalo. Kemudian, untuk masyarakat selalu 



40  

  

mendapatkan akses informasi yang mudah tentang hal apapun yang menyangkut 

dengan kepengurusan di Samsat Kota Gorontalo sebesar 30%.   

  

Tabel 4.4 Distribusi pendapat responden tentang Samsat Kota Gorontalo memberikan 

media akses informasi tanpa harus mendatangi ke kantor yaitu dengan adanya  

informasi di media massa  

   No  Pilihan Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1  Tidak Pernah  0  0  

2  Jarang  4  13  

3  Kadang-Kadang  8  27  

4  Sering  11  37  

5  Selalu  7  23  

 Total   30  100  

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022  

 Berdasarkan data pada tabel di atas tentang Samsat Kota Gorontalo memberikan media 

akses informasi tanpa harus mendatangi ke kantor yaitu dengan adanya informasi di 

media massa dapat dilihat bahwa dari 30 masyarakat yang menjadi responden 

penelitian paling banyak sebesar 37% yang menyatakan Samsat Kota Gorontalo sering 

memberikan media akses informasi tanpa harus mendatangi ke kantor yaitu dengan 

adanya informasi di media massa.   
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Tabel 4.5 Distribusi pendapat responden tentang Samsat Kota Gorontalo memberikan 

media akses informasi tanpa harus mendatangi ke kantor yaitu dengan adanya  

informasi di lembaga non pemerintah                     

   No  Pilihan Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1  Tidak Pernah  2  7  

2  Jarang  5  17  

3  Kadang-Kadang  5  17  

4  Sering  11  37  

5  Selalu  7  23  

 Total   30  100  

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022  

 Berdasarkan data pada tabel di atas tentang Samsat Kota Gorontalo memberikan media 

akses informasi tanpa harus mendatangi ke kantor yaitu dengan adanya informasi di 

lembaga non pemerintah dapat dilihat bahwa dari 30 masyarakat yang menjadi 

responden penelitian sebanyak 37% yang menyatakan Samsat Kota Gorontalo sering 

memberikan media akses informasi tanpa harus mendatangi ke kantor yaitu dengan 

adanya informasi di lembaga non pemerintah. Kemudian, untuk responden yang 

menjawab selalu dengan pernyataan tersebut juga sebesar 23%.  
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4.2.2 Deskripsi Variabel Kualitas Pelayanan Publik  

 Kuisioner penelitian dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ada pada teori 

penunjang variabel kualitas pelayanan publik. Untuk menjelaskannya lebih singkat 

namun, informatif peneliti akan mendeskripsikan jawaban responden pada variabel 

kualitas pelayanan umum seperti pada tabel berikut.  

Tabel 4.6 Distribusi pendapat responden tentang pegawai memberikan pelayanan  

dengan akurat dan andal  

   No  Pilihan Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1  Tidak Pernah  0  0  

2  Jarang  0  0  

3  Kadang-Kadang  5  17  

4  Sering  13  43  

5  Selalu  12  40  

 Total   30  100  

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022  

 Berdasarkan data pada tabel di atas tentang pegawai memberikan pelayanan dengan 

akurat dan andal dapat dilihat bahwa dari 30 masyarakat yang menjadi responden 

penelitian paling banyak 43% yang menyatakan pegawai selalu memiliki kecakapan 

dalam melaksanakan tugas. Kemudian, untuk responden yang menjawab pegawai 

sering memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugas sebesar 25%, pegawai kadang-
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kadang memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugas sebesar 17%, dan pegawai 

jarang memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugas sebesar 4%.  

  

Tabel 4.7 Distribusi pendapat responden tentang pegawai memberikan pelayanan  

dengan cepat                     

   No  Pilihan Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1  Tidak Pernah  0  0  

2  Jarang  1  3  

3  Kadang-Kadang  4  13  

4  Sering  13  43  

5  Selalu  12  40  

 Total   30  100  

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022  

 Berdasarkan data pada tabel di atas tentang pegawai memberikan pelayanan dengan 

cepat dapat dilihat bahwa dari 30 masyarakat yang menjadi responden penelitian paling 

banyak 43% yang menyatakan pegawai sering memberikan pelayanan dengan cepat. 

Kemudian, untuk responden yang menjawab pegawai selalu memberikan pelayanan 

dengan cepat sebesar 40%, pegawai kadang-kadang memberikan pelayanan dengan 

cepat sebesar 13%, dan pegawai jarang memberikan pelayanan dengan cepat sebesar 

3%.  
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Tabel 4.8 Distribusi pendapat responden tentang pegawai membantu pelanggan yang  

mengalami kendala  

   No  Pilihan Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1  Tidak Pernah  0  0  

2  Jarang  1  3  

3  Kadang-Kadang  4  13  

4  Sering  12  40  

5  Selalu  13  43  

 Total   30  100  

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022  

 Berdasarkan data pada tabel di atas tentang pegawai membantu pelanggan yang 

mengalami kendala dapat dilihat bahwa dari 30 masyarakat yang menjadi responden 

penelitian paling banyak 43% yang menyatakan pegawai selalu membantu pelanggan 

yang mengalami kendala. Kemudian, untuk responden yang menjawab pegawai sering 

membantu pelanggan yang mengalami kendala sebesar 40%, pegawai kadang-kadang 

membantu pelanggan yang mengalami kendala sebesar 13%, dan pegawai jarang 

membantu pelanggan yang mengalami kendala sebesar 3%.  

  

Tabel 4.9 Distribusi pendapat responden tentang pegawai sigap dan sopan 

memberikan pelayanan meskipun dalam jumlah pelanggan yang dilayani sangat  

banyak  
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   No  Pilihan Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1  Tidak Pernah  0  0  

2  Jarang  0  0  

3  Kadang-Kadang  6  20  

4  Sering  12  40  

5  Selalu  12  40  

 Total   30  100  

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022  

 Berdasarkan data pada tabel di atas tentang pegawai sigap dan sopan memberikan 

pelayanan meskipun dalam jumlah pelanggan yang dilayani sangat banyak dapat 

dilihat bahwa dari 30 masyarakat yang menjadi responden penelitian paling banyak 

40% yang menyatakan pegawai selalu sigap dan sopan memberikan pelayanan 

meskipun jumlah pelanggan yang dilayani sangat banyak. Kemudian, untuk responden 

yang menjawab pegawai sering sigap dan sopan dalam memberikan pelayanan juga 

sebesar 40%, dan pegawai kadang-kadang sigap dan sopan dalam memberikan 

pelayanan sebesar 20%.  

  

Tabel 4.10 Distribusi pendapat responden tentang pegawai memedulikan kondisi 

pelanggan dengan memberikan perhatian misalnya memberikan tempat duduk bagi  

pelanggan yang sudah lansia                     
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   No  Pilihan Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1  Tidak Pernah  0  0  

2  Jarang  0  0  

3  Kadang-Kadang  8  27  

4  Sering  13  43  

5  Selalu  9  30  

 Total   30  100  

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022  

 Berdasarkan data pada tabel di atas tentang pegawai memedulikan kondisi pelanggan 

dengan memberikan perhatian misalnya memberikan tempat duduk bagi pelanggan 

yang sudah lansia dapat dilihat bahwa dari 30 masyarakat yang menjadi responden 

penelitian paling banyak 43% yang menyatakan pegawai sering memedulikan kondisi 

pelanggan dengan memberikan perhatian misalnya memberikan tempat duduk bagi 

pelanggan yang sudah lansia. Kemudian, untuk responden yang menjawab pegawai 

selalu memedulikan kondisi pelanggan dengan memberikan perhatian misalnya 

memberikan tempat duduk bagi pelanggan yang sudah lansia sebesar 30%, dan 

pegawai kadang-kadang memedulikan kondisi pelanggan dengan memberikan 

perhatian misalnya memberikan tempat duduk bagi pelanggan yang sudah lansia 

sebesar 27%.  
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Tabel 4.11 Distribusi pendapat responden tentang pegawai memberikan pelayanan 

tanpa memandangi penampilan, fisik, dan peralatan yang dibawa oleh pelanggan  

   No  Pilihan Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1  Tidak Pernah  0  0  

2  Jarang  0  0  

3  Kadang-Kadang  5  17  

4  Sering  13  43  

5  Selalu  12  40  

 Total   30  100  

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022  

 Berdasarkan data pada tabel di atas tentang pegawai memberikan pelayanan dengan 

cepat dapat dilihat bahwa dari 30 masyarakat yang menjadi responden penelitian paling 

banyak 43% yang menyatakan pegawai sering memberikan pelayanan tanpa 

memandangi penampilan, fisik, dan peralatan yang dibawa oleh pelanggan. Kemudian, 

untuk responden yang menjawab pegawai selalu memberikan pelayanan tanpa 

memandangi penampilan, fisik dan peralatan yang dibawa oleh pelanggan sebesar 

40%, dan pegawai kadang-kadang memberikan pelayanan tanpa memandangi 

penampilan, fisik dan peralatan yang dibawa oleh pelanggan sebesar  

17%.  

4.2.3 Uji Validitas Dan Reliabilitas  

 Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (corrected item- total 

correlation) dengan r tabel dengan kriteria jika nilai r hitung > nilai r tabel maka item 
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dikatakan valid tetapi, jika nilai r hitung < nilai r tabel maka item dikatakan tidak valid. 

Nilai r tabel didapatkan dari tabel r. Dalam penelitian ini jumlah sampel (n) = 30, maka 

df yang digunakan = 30-2= 28 dengan nilai alpha =0,05, maka didapatkan nilai r tabel 

= 0,3610. Berikut adalah hasil pengujian validitas dengan menggunakan bantuan 

software SPSS untuk variabel transparansi (X).  

Tabel 4.12 Uji Validitas Variabel Transparansi (X)  

Item  Corrected Item- 

Total Correlation  

r tabel  Kriteria  

Item 1  0.842  0.3610  Valid  

Item 2  0.794  0.3610  Valid  

Item 3  0.731  0.3610  Valid  

Item 4  0.807  0.3610  Valid  

Item 5  0.828  0.3610  Valid  

  

 Dari hasil output di atas, semua item memiliki nilai yang lebih besar dari nilai r hitung 

maka semua item pertanyaan tersebut adalah valid. Berikut adalah hasil pengujian 

validitas dengan menggunakan bantuan software SPSS untuk variabel kualitas 

pelayanan publik (Y).  

Tabel 4.13 Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Publik (Y)  

Item  Corrected Item- 

Total Correlation  

r tabel  Kriteria  
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Item 1  0.647  0.3610  Valid  

Item 2  0.790  0.3610  Valid  

Item 3  0.702  0.3610  Valid  

Item 4  0.702  0.3610  Valid  

Item 5  0.747  0.3610  Valid  

Item 6  0.802  0.3610  Valid  

  

  Dari hasil output di atas, semua item memiliki nilai yang lebih besar dari nilai 

r hitung maka semua item pertanyaan tersebut adalah valid.  

  Selanjutnya, pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Alpha  

Cronbach’s dengan kriteria, jika nilai alpha cronbach’s > 0.7 maka suatu konstruk 

dikatakan reliabel tetapi apabila nilai alpha cronbach’s <0.7 maka suatu konstruk 

dikatakan tidak reliabel. Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan bantuan software SPSS untuk variabel transparansi (X).  

Tabel 4.14 Uji Reliabilitas Variabel  

Transparansi (Variabel X)  

Cronbach's  

Alpha  

Jumlah  

Item  

.857  5  
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 Dari hasil output didapatkan nilai alpha 0.857 > 0.7 maka, dapat dikatakan untuk 

konstruk transparansi (X) adalah reliabel. Selanjutnya, adalah hasil pengujian 

reliabilitas dengan menggunakan bantuan software SPSS untuk variabel kualitas 

pelayanan publik (Y).  

Tabel 4.15 Uji Reliabilitas Variabel  

Kualitas Pelayanan Publik (Variabel Y)  

Cronbach's  

Alpha  

Jumlah  

Item  

.826  6  

  

 Dari hasil output didapatkan nilai alpha 0.834> 0.7 maka, dapat dikatakan untuk 

konstruk kualitas pelayanan umum (Y) adalah reliabel.   

4.2.4 Analisis Regresi Sederhana  

Analisis regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bertujuan untuk pengujian hipotesis dan untuk melihat adanya pengaruh transparansi 

terhadap kualitas pelayanan umum di Samsat Kota Gorontalo. Hasil perhitungan 

analisis regresi linier berganda dengan SPSS, dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Sederhana  

ANOVAb  

Model   Sum of Squares  Df  Mean Square  F  Sig.  

1  132.203  1  132.203  19.230  .000a  
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Regression  

Residual  

Total  

192.497  28  6.875      

324.700  29        

a. Predictors: (Constant), X_Transparansi  

b. Dependent Variable: Y_KualitasPelayanan  

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022  

  

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai nilai sig yang dibandingkan dengan nilai  

yang digunakan. Ketika nilai sig <  maka akan menolak Ho, dilihat  dari hasil olahan 

data di atas didapatkan nilai sig (0,000) < (0,05). Maka, kesimpulannya adalah 

terdapat pengaruh transparansi terhadap kualitas pelayanan publik di Samsat  

Kota Gorontalo.  

  

  

Tabel 4.17 Hasil Analisis Regresi Sederhana  

Coefficientsa  

Model  

 

Unstandardized Coefficients  

Standardized  

Coefficients  

t  Sig.  
B  Std. Error  Beta  

1  (Constant)  17.721  1.750    10.128  .000  

X_Transparansi  .482  .110  .638  4.385  .000  

a. Dependent Variable: Y_KualitasPelayanan  

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2022  
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Berdasarkan tabel hasil analisis diatas, dapat disusun persamaan regresinya 

sebagai berikut:  

Y = 17.721 + 0.482X + e  

Selanjutnya, untuk melihat besarnya pengaruh transparansi terhadap kualitas 

pelayanan publik di Samsat Kota Gorontalo ditunjukkan oleh koefisien determinasi  

(R2) ditunjukan pada tabel berikut:  

Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi (R2)  

Model Summary  

Model  R  R Square  

Adjusted R  

Square  

Std. Error of the  

Estimate  

1  .638a  .407  .386  2.62200  

a. Predictors: (Constant), X_Transparansi  

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2022  

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas maka dapat 

dilihat bahwa nilai R atau korelasi sebesar 0,638 yang mana berarti pengaruhnya 

memiliki nilai positif 63,8%. Ini berarti pengaruh transparansi terhadap kualitas 

pelayanan umum di Samsat Kota Gorontalo adalah sebesar 63,8%. Sedangkan sisanya 

36,2% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini.  
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BAB V  

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa uji hipotesis antara transparansi (X) terhadap kualitas pelayanan umum (Y) di 

Samsat Kota Gorontalo didapatkan nilai sig untuk pengaruh variabel transparansi 

terhadap kualitas pelayanan umum diperoleh sebesar 0,000 sedangkan nilai  adalah 
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0,05. Jika kedua nilai tersebut dibandingkan maka nilai sig (0,000) masih lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai  (0,05). Maka dari itu disimpulkan bahwa transparansi 

positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan umum di Samsat Kota Gorontalo. 

Besaran pengaruh transparansi terhadap kualitas pelayanan umum di Samsat Kota 

Gorontalo adalah sebesar 63,8%. Sedangkan sisanya 36,2% dipengaruhi oleh faktor 

atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah dapat 

menambahkan indikator-indikator lain yang mengukur pengaruh transparansi terhadap 

kualitas pelayanan. Kemudian, saran untuk Samsat Kota Gorontalo yang didapatkan 

peneliti selama melakukan observasi penelitian adalah dilihat dari indikator 

transparansi yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik lebih dari  

50% oleh itu menunjukkan bahwa transparansi merupakan variabel yang cukup penting 

untuk dianalisis sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

publik.   
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Surveyor : ……………                                                      No : ….   

LEMBAR KUESIONER   

   
Kepada Yth :   

Saudara/i   

Di   

      Tempat   

Kami mohon kesediaan saudara/I untuk menjawab pertanyaan maupun pernyataan pada 

lembar kuesioner mengenai “Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Pelayanan 

Umum di Samsat Kota Gorontalo”. Atas waktu dan kesediaannya dalam mengisi kuesioner, 

kami mengucapkan banyak terima kasih.   

I. IDENTITAS RESPONDEN   

Nama     : ……………………………………………………..   

Umur    : …….. Tahun   

Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan   

Pekerjaan   : ………………………         

   

   

II. PETUNJUK PENGISIAN   
Pada setiap nomor pertanyaan berilah tanda (✓) tepat pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan penilaian anda. Keterangan jawaban:   

TP  : Tidak Pernah  

JRG  : Jarang  



 

KD  : Kadang-kadang  

S  : Sering  

SL  : Selalu  

A. Transparansi  (X)   

   

   

No  Pernyataan  TP   JRG   KD   S   SL   

1  
Informasi tentang tanggung jawab disediakan 

secara terbuka  

               

2  

Prosedur mekanisme pengaduan 

mengenai pelanggaran peraturan seperti 

permintaan untuk membayar suap  

disediakan secara terbuka   

               

3  

Masyarakat mendapatkan akses informasi 
yang mudah tentang hal apapun yang 
menyangkut dengan kepengurusan di   
Samsat Kota Gorontalo  

               

4  

Samsat Kota Gorontalo memberikan media 
akses informasi tanpa harus mendatangi ke 
kantor yaitu dengan   
adanya informasi di media massa  

               

5  

Samsat Kota Gorontalo memberikan media 

akses informasi tanpa harus mendatangi ke 

kantor yaitu dengan adanya informasi di 

lembaga non pemerintah  

               

   



 

   

   

   

   

   

   

B. Kualitas Pelayanan Umum (Y)   

No   Pernyataan  TP   JRG   KD   S   SL   

1  
Pegawai memberikan pelayanan dengan 

akurat dan andal  

               

2  Pegawai memberikan pelayanan dengan cepat  

               

3  
Pegawai membantu pelanggan yang 

mengalami kendala  

               

4  

Pegawai sigap dan sopan memberikan 

pelayanan meskipun dalam jumlah 

pelanggan yang dilayani sangat banyak  

               

5  

Pegawai memedulikan kondisi pelanggan 

dengan memberikan perhatian misalnya 

memberikan tempat duduk bagi pelanggan 

yang sudah lansia  

               

6  

Pegawai memberikan pelayanan tanpa 

memandangi penampilan, fisik, dan peralatan 

yang dibawah oleh pelanggan  

               

   

Keterangan jawaban:   

TP  : Tidak Pernah  

JRG  : Jarang  



 

KD  : Kadang-kadang  

S  : Sering  

SL  : Selalu  

  

Saran :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…… …………………………………………………………………………………………………………   

   

“DATA YANG ANDA BERIKAN ADALAH EMAS BAGI KAMI”   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

Lampiran 1. Data Kuisioner Variabel Transparansi  
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Lampiran 2. Data Kuisioner Variabel Kualitas Pelayanan  
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Lampiran 3. Hasil Analisis Validitas, Reliabilitas, dan Analisis Regresi  
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